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ABSTRAK :  - Bahwa diperlukan adanya pemenuhan upaya pencegahan korupsi yang lebih optimal 
oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya 
yang merupakan salah satu aksi pencegahan korupsi serta pengaturan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2018 perlu ditindaklanjuti dalam Peraturan Kementerian/ 
Lembaga, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di 
Lingkungan Kementerian Keuangan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), Perpres 54 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.108), Perpres 57 Tahun 2020 (LN 
Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan Pelayanan Publik 
Tertentu harus melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 
Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status tidak valid, permohonan 
layanan publik tertentu tidak diproses lebih lanjut. KSWP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi unit organisasi terkait yang 
terhubung dengan sistem informasi Kementerian Keuangan atau aplikasi yang telah 
disediakan oleh Kementerian Keuangan. Unit di lingkungan Sekretariat Jenderal yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan ketatalaksanaan, melakukan 
koordinasi dan pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi 
terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian Pelayanan Publik Tertentu. Inspektorat 
Jenderal melakukan pengawasan terkait pelaksanaan KSWP dalam pemberian 
Pelayanan Publik Tertentu. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 22 Oktober 2020. 

 


